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BUPATI SELUMA 

PERATURAN BUPATI SELUMA 
NOMOR 3 l TAHUN 2016 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN 
TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN SELUMA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SELUMA, 

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daer.ah Kabupaten Seluma 

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Seluma, kedudukan dan susunan 

organisasi serta tata kerja perangkat daerah diatur dalam peraturan 

bupati; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur 

di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4266); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 6 , 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
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Menetapkan : 

Lembaran Negara Tahun 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomorl 14, Tambahan Lembaran Negara 

Tahun 5887); 

6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061 / 2911 / SJ Tahun 

2016 tentang Tindak Lan jut Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Seluma; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI SELUMA TENTANG KEDUDUKAN, 
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH 
KABUPATEN SELUMA. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Bupati adalah Bupati Seluma. 

2. Daerah adalah Kabupaten Seluma. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 

unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma . 

5. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Seluma, merupakan 

unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah kabupaten. 

6 . Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis dinas 

yang melaksanak:an kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan 

teknis penunjang tertentu. 

7. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural. 

8. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang berkaitan dengan pelayanan 

fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan 

tertentu. 
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BAB II 
KEDUDUKAN DINAS DAERAH 

Pasal 2 

( 1} Dinas Daerah Kabupaten Seluma merupakan unsur pelaksana 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 

kabupaten yang dipimpin oleh kepala dinas berkedudukan 

dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris 

daerah. 

(2) Dinas Daerah Kabupaten Seluma sebagaimana dimaksud ayat (1) 

terdiri dari : 

a. Dinas Daerah tipe A terdiri dari : 
1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan 
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

Sipil, 
Bidang 

2. Dinas Pendidikan, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan 
Bidang Pendidikan dan Bidang Kebudayaan; 

3. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta 
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 

4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, 
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang 
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 
Masyarakat (sub Satpol PP) dan Bidang Ketentraman dan 
Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub 
Kebakaran); 

b. Dinas Daerah tipe B terdiri dari : 
1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruang; 

2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan 
Kawasan Permukiman dan Urusan Pemerintahan Bidang 
Perhubungan; 

3. Dinas Pertanian, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan 
Bidang Pertanian; 

4. Dinas Kesehatan, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan 
Bidang Kesehatan; 

5. Dinas Komunikasi dan lnformatika, menyelenggarakan 
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, 
dan Bidang Statistik; 

6. Dinas Ketahanan Pangan, menyelenggarakan Urusan 
Pemerintahan Bidang Pangan; 
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7. Dinas Lingkungan Hidup, menyelenggarakan 

Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan; 
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 

Urusan 

Urusan 

Desa, 
Bidang 

9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 

Satu Pintu, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang 

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu 

Pintu; dan 
10. Dinas Perikanan, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan 

Bidang Kelautan dan Perikanan; 

c. Dinas Daerah tipe C terdiri dari : 

1. Dinas Sosial, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan 

Bidang Sosial; 

2. Dinas Kearsipan dan 

Urusan Pemerintahan 

Perpustakaan; 

Perpustakaan, menyelenggarakan 

Bidang Kearsipan dan Bidang 

3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi , Usaha Kecil 

dan Menengah, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan 

Bidang Perindustrian, Bidang Perdagangan, Bidang Koperasi, 

U saha Kecil dan Menengah; 

4. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. menyelenggarakan 

Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata dan Bidang Pemuda 

dan Olahraga; 

5. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, menyelenggarakan 

Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Bidang 

Transmigrasi; 

BAB III 
SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH 

Bagian Kesatu 
Dinas Tipe A 

Pasal 3 

( 1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari : 

a . Kepala Dinas; 

b. Sekretariat; 

c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk; 

d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil; 

e. Bidang Pengelolaan lnformasi Administrasi Kependudukan; 

f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan; 

g. Unit Pelaksana Teknis; dan 

h. Jabatan Fungsional. 
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(2) Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris, terdiri dari : 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

b. Sub Bagian. Perencanaan dan Pelaporan; dan 

c. Sub Bagian Keuangan. 

(3) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri dari : 

a. Seksi Identitas Penduduk; 

b. Seksi Pindah Datang Penduduk; dan 

c. Seksi Pendataan Penduduk. 

(4) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri dari : 

a. Seksi Kelahiran; 

b. Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan 

c. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian. 

(5) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terdiri 

dari: 

a. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; 

b. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data; dan 

c. Seksi Tata Kelola Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi 

dan Komunikasi. 

(6) Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan terdiri dari : 

a. Seksi Pemanfaatan Data Dokumen Kependudukan; dan 

b. Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan. 

(7) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati 

1n1. 

Pasal 4 

( 1) Dinas Pendidikan terdiri dari : 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat; 

c. Bidang Pendidikan Sekolah Dasar; 

d. Bidang Pendidikan Lanjutan Tingkat Pertama; 

e. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-Kanak, 

Pendidikan Non Formal dan Informal; 

f. Bidang Kebudayaan; 

g. Unit Pelaksana Teknis; dan 

h. Jabatan Fungsional. 

(2) Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris, terdiri dari : 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; __ ,___ ----
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b. Sub Bagian Perencanaan dan Monitoring Evaluasi; dan 

c. Sub Bagian Keuangan. 

{3) Bidang Pendidikan Sekolah Dasar terdiri dari: 

a. Seksi Kurikulum, Kesiswaan Sekolah Dasar dan Pembangunan 

Karakter; 

b. Seksi Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik Sekolah Dasar; dan 

c. Seksi Kelembagaan, Prasarana dan Sarana Sekolah Dasar. 

(4) Bidang Pendidikan Lanjutan Tingkat Pertama terdiri dari: 

a. Seksi Kurikulum, Kesiswaan SMP dan Pembangunan Karakter; 

b. Seksi Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik SMP; dan 

c. Seksi Kelembagaan, Prasarana dan Sarana SMP. 

(5) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-Kanak, 

Pendidikan Non Formal dan Informal terdiri dari dan: 

a. Seksi Pendidikan Anak U sia Dini dan Taman Kanak-Kanak; 

b. Seksi Pendidikan Non Formal dan Informal, Kesetaraan dan 

Keaksaraan ; dan 

c. Seksi Prasarana dan Sarana PAUD, TK, Pendidikan Non Formal 

dan Informal. 

(6) Bidang Kebudayaan terdiri dari: 

a. Seksi Kebudayaan dan Tradisi; 

b. Seksi Kesenian; dan 

c. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan. 

(7) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. 

Pasal 5 

( 1} Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari : 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat; 

c. Bidang Pemberdayaan Perempuan; 

d. Bidang Perlindungan Anak; 

e. Bidang Pengendalian Penduduk; 

f. Bidang Keluarga Berencana; 

g. Unit Pelaksana Teknis; dan 

h. Jabatan Fungsional. r • 
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(2) Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris, terdiri dari : 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

b. Sub Bagia_r1 Perencanaan dan Pelaporan; dan 

c. Sub Bagian Keuangan. 

(3) Bidang Pemberdayaan Perempuan terdiri dari : 

a. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pelembagaan; 

b. Seksi Kesetaraan Jender dan Pemenuhan Hak Perempuan; dan 

c. Seksi Perlindungan dan Pengaduan Perempuan. 

(4) Bidang Perlindungan Anak terdiri dari: 

a. Seksi Perlindungan dan Pengaduan Anak; 

b. Seksi Tumbuh Kembang Anak; dan 

c. Seksi Advokasi dan Pemenuhan Hak Anak. 

(5} Bidang Pengendalian Penduduk terdiri dari : 

a. Seksi Penggerak Data Pengendalian Penduduk 

b. Seksi Parameter Kepencludukan dan Analisis Dampak 

Kependudukan;dan 

c. Seksi Pendataan, Pemutahiran Data dan Informasi Pengendalian 

Penduduk. 

(6) Bidang Keluarga Berencana terdiri dari: 

a. Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; 

b. Seksi Ketahanan Keluarga clan Keluarga Sejahtera; dan 

c. Seksi Advokasi dan Penggerakan Institusi Masyarakat. 

(7) Struktur Organisasi clan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran III 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati 

lill. 

Pasal 6 

( 1} Satuan Polisi Pamong Praja dan Perna.dam Kebakaran terdiri dari : 

a. Kepala Satuan; 

b. Sekretariat; 

c. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah; 

d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; 

e . Bidang Perlindungan Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur; 

f. Bidang Pemadam Kebakaran; 

g. Unit Pelaksana Teknis; dan 

h. Jabatan Fungsional. 

(2) Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris, terdiri dari : 
. ______ ,,,_,. ___ ___ .... -
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a. Sub Bagian Umum clan Kepegawaian; 

b. Sub Bagian Perencanaan clan Pelaporan; dan 

c. Sub Bagian Keuangan. 

(3) Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah terdiri dari: 

a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; clan 

b. Seksi Penyeliclikan dan Penyidikan. 

(4) Bidang Ketertiban Umum & Ketenteraman Masyarakat terdiri dari : 

a. Seksi Operasi dan Pengendalian Ketertiban Umum dan 

Ketenteraman Masyarakat; dan 

b. Seksi Kerja Sama Ketertiban Umum dan Ketenteraman 

Masyarakat. 

(5) Bidang Perlindungan Masyarakat clan Sumber Daya Aparatur 

terdiri dari : 

a. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat dan Pelatihan Dasar; 

dan 

b. Seksi Teknis Fungsional dan Bina Potensi Masyarakat. 

(6) Bidang Pemadam Kebakaran terdiri dari: 

a. Seksi Pemadaman Kebakaran dan Pencegahan Kebakaran; dan 

b. Seksi Sarana, Pengadaan dan Pemeliharaan Pemadam 

Kebakaran. 

(7) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini . 

Bagian Keclua 
Dinas Tipe B 

Pasal 7 

(1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari: 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat; 

C. Bidang Bina Marga ; 

d. Bidang Pangairan ; 

e. Bidang Cipta Karya; 

f. Bidang Tata Ruang; 

g. Unit Pelaksana Teknis; dan 

h. Jabatan Fungsional. 

(2) Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris, terdiri dari : 

a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perencanaan; dan, 
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b. Sub Bagian Keuangan. 

(3) Bidang Bina Marga terdiri dari : 

a. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan 

b. Seksi Pemeliharaan, Pengawasan Jalan dan Jembatan. 

(4) Bidang Pangairan terdiri dari : 

a. Seksi Pembangunan & Peningkatan Irigasi, Sungai & Rawa; dan 

b. Seksi Pengawasan, Pemeliharaan Irigasi, Sungai & Rawa. 

(5) Bidang Cipta Karya terdiri dari : 

a. Seksi Pemeliharaan dan Pembangunan; dan 

b. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Air Bersih. 

(6) Bidang Tata Ruang terdiri dari: 

a. Seksi Perencanaan Tata Ruang; dan 

b. Seksi Pengendalian dan Pemanfaata.ri Tata Ruang . 

(7) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran V 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. 

Pasal 8 

(1) Dinas Perumahan Kawasan dan Permukiman terdiri dari: 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat; 

C. Bidang Perumahan; 

d . Bidang Kawasan Pemukiman; 

e. Bidang Perhubungan; 

f. Unit Pelaksana Teknis; dan 

g. Jabatan Fungsional. 

(2) Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris, terdiri dari : 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. 

(3) Bidang Perumahan terdiri dari: 

a. Seksi Pendataan, Perencanaan dan Penyediaan Perumahan; 

dan 

b. Seksi Penataan, Pengawasan dan Evaluasi Perumahan. 

(4) Bidang Kawasan Permukiman terdiri dari: 

a. Seksi Pendataan, Perencanaan 

Kawasan Permukiman; dan 

dan Peningkatan Kualitas 

b. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman. 
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(5) Bidang Perhubungan terdiri dari : 

a. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan; dan 

b. Seksi Teknik, Prasarana dan Pengujian Kendaraan. 

(6) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. 

Pasal 9 

(1) Dinas Pertanian terdiri dari : 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat; 

C. Bidang Pertanian; 

d . Bidang Perkebunan; 

e. Bidang Petemakan; 

f. Unit Pelaksana Teknis; dan 

g. Jabatan Fungsional. 

(2) Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris, terdiri dari : 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 

b . Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. 

(3) Bidang Pertanian terdiri dari : 

a. Seksi Produksi Pertanian; 

b. Seksi Bina Usaha Pertanian dan Hama Penyakit; dan 

c. Seksi Prasarana dan Sarana Pertanian. 

(4) Bidang Perkebunan terdiri dari : 

a. Seksi Produksi Perkebunan; 

b. Seksi Bina Usaha Perkebunan dan Perlindungan Tanaman; dan 

c. Seksi Prasarana dan Sarana Perkebunan. 

(5) Bidang Peternakan terdiri dari: 

a. Seksi Produksi dan Usaha Temak; 

b. Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner; dan 

c. Seksi Prasarana dan Sarana Petemakan. 

(6) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran VII merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari peraturan bupati ini. 

Pasal 10 

( 1) Dinas Kesehatan terdiri dari : 

a. Kepala Dinas; 
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b. Sekretariat; 

c. Bidang Kesehatan Masyarakat; 

d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penya.kit; 

e. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan; 

f. Unit Pelaksana Teknis; dan 

g. Jabatan Fungsional. 

(2) Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris, terdiri dari : 

a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan; dan 

b. Sub Bagian Program, Informasi dan Humas. 

(3) Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari : 

a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi; 

b. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja & Olah Raga; 

dan 

c. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat. 

(4) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari: 

a. Seksi Surveilans dan Imunisasi; 

b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penya.kit Menular; dan 

c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penya.kit Tidak Menular 

dan Kesehatan Jiwa. 

(5) Bidang Pelayanan & Sumber Daya Kesehatan terdiri dari : 

a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan; 

b. Seksi Jaminan Kesehatan Masyarakat; dan 

c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan. 

(6) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran VIII merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari peraturan bupati ini. 

Pasal 11 

(1) Dinas Komunikasi dan Infonnatika terdiri dari : 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat; 

c. Bidang Komunikasi; 

d. Bidang Infonnatika; 

e. Bidang Statistik ; 

f. Unit Pelaksana Teknis; dan 

g. Jabatan Fungsional. 

(2) Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris, terdiri dari : 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 
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b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. 

(3) Bidang Komunikasi terdiri dari : 

a. Seksi Jaringan Komunikasi; dan 

b. Seksi Komunikasi Sosial. 

(4) Bidang Informatika terdiri dari : 

a. Seksi Pengembangan Teknologi Informatika; dan 

b. Seksi Diseminasi dan Informasi. 

( 5) Bidang Statistik terdiri dari : 

a. Seksi Pengumpulan Data Statistik; dan 

b. Seksi Pengelolaan dan Analisis Data. 

(6) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan 

Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini . 

Pasal 12 

( 1) Dinas Ketahanan Pangan terdiri dari : 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat; 

c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan; 

d. Bidang Komsumsi dan Keamanan Pangan; 

e . Bidang Penyuluhan 

f. Unit Pelaksana Teknis; dan 

g. Jabatan Fungsional. 

(2) Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris, terdiri dari : 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. 

(3) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan terdiri dari: 

a. Seksi Sumber Daya dan Ketersediaan Pangan; dan 

b. Seksi Distribusi dan Kerawanan Pangan. 

(4) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri dari: 

a. Seksi Konsumsi dan Diversifikasi Pangan; dan 

b. Seksi Keamanan Pangan. 

(5) Bidang Penyuluhan terdiri dari: 

a. Seksi Programa, Kelembagaan dan Tenaga Penyuluh; dan 

b. Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama Penyuluhan. 

(6) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran X merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. 
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Pasal 13 

(1) Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari: 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat; 

c. Bidang Lingkungan Hidup; 

d. Bidang Kebersihan; 

e . Bidang Pertamanan; 

f. Unit Pelaksana Teknis; dan 

g. Jabatan Fungsional. 

(2) Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris, terdiri dari : 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan . 

(3) Bidang Lingkungan Hidup terdiri dari : 

a. Seksi Penataan & Pena'atan Pengendalian Pengelolaan 

Lingkungan Hidup; 

b. Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan 

Peningkatan Kapasitas; dan 

c. Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 

Hidup. 

( 4) Bidang Ke bersihan terdiri dari : 

a. Seksi Pemeliharaan Kebersihan; dan 

b. Seksi Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan. 

(5) Bidang Pertamanan terdiri dari : 

a. Seksi Penataan Pertamanan dan Pemakaman; 

b. Seksi Pemeliharaan Pertamanan dan Penerangan Jalan; dan 

c. Seksi Kehutanan. 

(6) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. 

Pasal 14 

(1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari: 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat; 

c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan; 

d. Bidang Pemerintahan Desa; 
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e. Bidang Pembangunan 

Desa/Kelurahan; 

f. Unit Pelaksana Teknis; dan 

g. Jabatan Fungsional. 

dan Pembinaan 

(2) Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris, terdiri dari : 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. 

Masyarakat 

(3) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan terdiri dari : 

a. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan & Ekonomi Masyarakat 

Desa/Kelurahan; dan 

b. Seksi Teknologi Tepat Guna. 

(4) Bidang Pemerintahan Desa terdiri dari: 

a . Seksi Pembinaan Pemerintahan Desa; dan 

b. Seksi Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa. 

(5) Bidang Pembangunan Desa dan Pembinaan Masyarakat 

Desa/ Kelurahan terdiri dari : 

a. Seksi Pembangunan dan Pelaporan Pembangunan 

Desa/Kelurahan; dan 

b. Seksi Pembinaan, Motivasi Gotong Royong & Kearifan Lokal 

Desa/Kelurahan. 

(6) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. 

Pasal 15 

( 1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu 

Pintu terdiri dari: 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat; 

c. Bidang Penanaman Modal; 

d. Bidang Pengendalian; 

e . Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan & Non Perizinan ; 

f. Unit Pelaksana Teknis; dan 

g. Jabatan Fungsional. 

(2) Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris, terdiri dari : 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. 

(3) Bidang Penanaman Modal terdiri dari: 
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a. Seksi Pengembangan dan Pelayanan Penanaman Modal; 

b. Seksi Promosi Penanaman Modal; dan 

c. Seksi Fasilitasi dan Kerjasama Penanaman Modal. 

( 4) Bidang Pengendalian terdiri dari : 

a. Seksi Pembinaan dan Monitoring; 

b. Seksi Pelayanan Pengaduan; dan 

c. Seksi Data dan Sistem Informasi. 

(5) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 

terdiri dari : 

a . Seksi Perizinan Ekonomi dan Pembangunan; 

b. Seksi Perizinan Pemerintahan dan Kesra; dan 

c. Seksi Verifikasi Perizinan. 

(6) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran XIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari peraturan bupati ini. 

Pasal 16 

( 1) Dinas Perikanan terdiri dari : 

a. 

b. 

C. 

d. 

e . 

f. 

Kepala Dinas; 

Sekretariat; 

Bidang Perikanan Budidaya; 

Bidang Perikanan Tangkap; 

Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan; 

Unit Pelaksana Teknis; dan 

g. Jabatan Fungsional. 

(2) Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris, terdiri dari : 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. 

(3) Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari : 

a. Seksi Produksi dan Usaha Budidaya Perikanan; dan 

b. Seksi Prasarana dan Sarana Budidaya Perikanan. 

(4) Bidang Perikanan Tangkap terdiri dari: 

a . Seksi Pembinaan Usaha Nelayan; dan 

b. Seksi Prasarana dan Sarana Nelayan. 

(5) Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan terdiri dari: 

a. Seksi Bina Mutu dan Diversifi.kasi Produk Perikanan; dan 

b. Seksi Al<:ses Pasar dan Promosi Produk Perikanan. 
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(6) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran XIV merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari peraturan bupati ini. 

Bagian Ketiga 
Dinas Tipe C 

Pasal 17 

( 1) Dinas Sosial terdiri dari : 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat; 

c. Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Rehabilitasi; 

d. Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial; 

e. Unit Pelaksana Teknis; dan 

f . Jabatan Fungsional. 

(2) Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris, terdiri dari : 

a . Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 

b . Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. 

(3) Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Rehabilitasi terdiri dari : 

a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam & Bencana 

Sosial; 

b. Seksi Jaminan Sosial Keluarga; dan 

c. Seksi Rehabilitasi Sosial. 

(4) Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial terdiri 

dari: 

a. Seksi Penanganan Fakir Miskin dan Anak Terlantar; 

b. Seksi Pemberdayaan Sosial dan Kelembagaan; dan 

c. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas Sosial. 

(5) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran XV merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari peraturan bupati ini. 

Pasal 18 

( 1) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan terdiri dari : 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat; 

c. Bidang Kearsipan; 

d. Bidang Perpustakaan; 
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e. Unit Pelaksana Teknis; dan 

f. Jabatan Fungsional. 

(2) Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris, terdiri dari : 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. 

(3) Bidang Kearsipan terdiri dari: 

a. Seksi Layanan Informasi dan Pembinaan Kearsipan; dan 

b. Seksi Akuisisi dan Deposit Kearsipan. 

( 4) Bi dang Perpustakaan terdiri dari : 

a. Seksi Pelayanan dan Pengembangan Perpustakaan; dan 

b. Seksi Pembinaan Perpustakaan. 

(5) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan 

Perpustakaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. 

Pasal 19 

(1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah terdiri dari : 

a . Kepala Dinas; 

b. Sekretariat; 

c. Bidang Perindustrian dan Perdagangan; 

d. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; 

e . Unit Pelaksana Teknis; dan 

f. Jabatan Fungsional . 

(2) Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris, terdiri dari : 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; 

(3) Bidang Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari : 

a. Seksi Perindustrian; 

b. Seksi Perdagangan; dan 

c. Seksi Pasar dan Kemetrologian. 

(4) Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari: 

a . Seksi Koperasi; 

b. Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan 

c. Seksi Bina Lembaga Koperasi dan Fasilitasi Pembayaran 

Simpan Pinjam. 
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(5) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, 

Perdagangan, Koperasi, Usaha Keci1 dan Menengah sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran XVII merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari peraturan bupati ini. 

Pasal 20 

(1) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari : 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat; 

c. Bidang Pariwisata; 

d. Bidang Pemuda dan Olah Raga; 

e. Unit Pelaksana Teknis; dan 

f. Jabatan Fungsional . 

(2) Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris, terdiri dari : 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. 

(3) Bidang Pariwisata terdiri dari: 

a. Seksi Pengembangan Prasarana dan Sarana Objek Wisata; 

b. Seksi Bina Usaha Wisata dan Ekonomi Kreatif; dan 

c. Seksi Promosi dan Destinasi Wisata. 

(4) Bidang Pemuda dan Olah Raga terdiri dari: 

a. Seksi Kepemudaan; 

b . Seksi Keolahragaan; dan 

c. Seksi Prasarana dan Sarana Pemuda dan Olah Raga . 

(5) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan 

Olah Raga sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. 

Pasal 21 

( 1) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi terdiri dari : 

a . Kepala Dinas; 

b. Sekretariat; 

c. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja; 

d. Bidang Transmigrasi, Penempatan & Perluasan Kerja; 

e. Unit Pelaksana Teknis; dan 

f. Jabatan Fungsional. 

(2) Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris, terdiri dari : 
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a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. 

(3) Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja terdiri dari : 

a. Seksi Syarat Kerja dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial; 

b. Seksi Pengupahan, Kelembagaan dan Jaminan Sosial.;dan 

c. Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja. 

(4) Bidang Transmigrasi, Penempatan & Perluasan Kerja terdiri dari : 

a. Seksi Pembinaan Sosial Budaya & Ekonomi Transmigrasi; 

b. Seksi Penempatan dan Pemukiman Transmigrasi; dan 

c. Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja. 

(5) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan 

Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. 

BAB IV 

ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 

Bagian Kesatu 

Eselonering 

Pasal 22 

( 1) Kepala Dinas, Kepala Satuan adalah jabatan Eselon Ilb a tau 

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. 

(2) Sekretaris Dinas, Sekretaris Satuan adalah Eselon Illa atau 

Jabatan Administrator. 

(3) Kepala Bidang pada Dinas, Kepala Bidang Satuan adalah Jabatan 

Eselon IIIb a tau Administrator. 

(4) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian pada Dinas Daerah dan Kepala 

Seksi, Kepala Sub Bagian pada Satuan adalah Jabatan Eselon IVa 

atau Jabatan Pengawas. 

Pasal 23 

Dilingkungan Dinas Daerah dapat ditetapkan jabatan fungsional 

tertentu sesuai dengan peraturan perundang-Undangan yang berlaku. 
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Bagian Kedua 

Pengangkatan clan Pemberhentian 

Pasal 24 

( 1) Kepala Dinas, Kepala Satuan Kabupaten Seluma diangkat dari 

Pegawai Negeri Sipil, yang memenuhi persyaratan melalui peroses 

secara terbuka dan kompetitif. 

(2) Kepala Dinas, Kepala Satuan Kabupaten Seluma sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat 

Pembina Kepegawaian sesuai dengan Peraturan Perundang­

Undangan . 

Pasal 25 

Pejabat Eselon III atau Jabatan Administrator diangkat dan 

diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi 

syarat atas usul Sekretaris Daerah. 

Pasal 26 

Pejabat Eselon IV atau Pengawas dapat diangkat dan diberhentikan 

oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang dari Bupati. 

BABV 
TATA KERJA DINAS DAERAH 

Pasal 27 

( 1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan 

tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi 

dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun 

antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Seluma serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten 

Seluma sesuai dengan tugas masing-masing. 

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya 

masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil 

langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin 

dan mengkoordinasikan bawahannya 
. . 

masmg-masmg dan 
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memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas 

bawahannya. 

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi 

petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing 

dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. 

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari 

bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk 

penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk 

kepada bawahan. 

(6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, 

tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi 

lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. 

(7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi 

dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada 

bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala. 

BABVl 
PENUTUP 

Pasal 28 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar 

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penernpatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Selurna. 

Ditetapkan di ais 
pada tanggal :t. Desernber 2016 

Diundangkan di Tais 
pada tanggal Desember 2016 

31 BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2016 NOMOR .... 
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S~UKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA \. 
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

KABUPATEN SELUMA 

~ 

~ 

i....+ 

• 
Bidang Pelayanan 

Pendaftaran Penduduk 

~~ 
Identltas Penduduk 

Seksi Pindah Datang 
Penduduk 

Seksi 
Pendataan Penduduk 

f----t 

-.I 

4 

~ 

JABATAN FUNGSIONAL 

* 
Bidang Pelayanan 
Pencatatan Sipil 

J 
-
Seksi 

Kelahiran 

Seksi 
Perkawinan dan Perceraian 

Seksi Perubahan Status Anak, 
Pewarganegaraan dan 

Kematian. 

\9.AMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SELUMA 
NOMOR : -? 1 TAHUN 2016 

KEPALA TANGGAL -2& DESEMBER 2016 

I I 

• 

• 
SEKRETARIAT 

• 
-~ • ~ 

Subbag Umum dan 
Kepegawaian 

Subbag Perencanaan 
dan Pelaporan 

Sub Bagian 
Keuangan 

~ 

f--+ 

L+ 

• Bidang 
Pengelolaan Informasi 

Administrasi Kependudukan 

i 
Seksi 

Sistem Informasi Administrasi 
Kependudukan 

Seksi Pengolahan 
dan Penyajian Data 

Seksi Tata Kelola Sumber 
Daya Manusia,Teknologi 
Informasi & Komunikasi 

-i 
Bidang 

Pemanfaatan Data dan Inovasi 
Pelayanan 

f--+-

~I 

Seksi Pemanfaatan Data dan 
Dokumen Kependudukan 

Se~ Kerja Sama dan 
In~vasi Pelayanan 
/; 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUP~f SELUM~ UNIT PELAKSANA TEKNIS 

... 
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• 
, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA • . MPIRAN III : PERATURAN BUPATI SELUMA 

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK , NOMOR : ~I TAHUN 2016 

KEPALA 

+ • 
SEKRETARIAT 

JABATAN FUNGSIONAL 
" 

i H ~ 
Subbag Umum dan Subbag Perencanaan Sub sagian 

Kepegawaian dan Pelaporan Keuan an 

• • + • 
Bidang Bidang Bidang Bidang 

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana 

+ i i 
Seksi Perberdayaan Seksi Perlindungan dan Seksi Penggerak Data Seksi Keluarga Berencana 

~ Perempuan & Pelembagaan -- Pengaduan Anak r+ Pengendalian Penduduk 
_. 

dan Kesehatan Reproduksi 

Seksi Kesetaraan Seksi Seksi Parameter Seksi Ketahanan Keluarga & 
~ Jender & Pemenuhan Hak --. Tumbuh Kembang Anak r+ Kependudukan & Analisis _. 

Keluarga Sejahtera 
Perempuan Dampak Kependudukan 

Seksi Pendataan, 
,. 

5eksi Advokasi & Seksi Perlindungan dan Seksi Advokasi dan 
I....+ Pengaduan Perempuan 

_. Pemenuhan Hak Anak L.....+ Pemutahiran Data dan -+ Pe ng~erakan lnstitusi 
Informasi Dalduk syarakat 

'' f'"'\ /J , I 
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STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA 

DlNAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 
KABUPATEN SELUMA 

(. 

Bidang 
Bina Marga 

Seksi 
Pembangunan Jalan dan 

Jembatan 

Seksi Pemeliharaan, 
Pengawasan Jalan dan 

Jembatan 

JABATAN FUNGSIONAL 

Bidang 
Pengairan 

Seksi Pembangunan dan 
Peningkatan Irigasi, Sungai & 

Rawa 

Seksi 
Pengawasan & Pemeliharaan 

Iriqasi, Sunqai & Rawa 

1
. MPIRANV 

KEPALA 

: PERATURAN BUPATI SELUMA 

NOMOR 31 TAHUN 2016 
TANGGAL : 2i DESEMBER 2016 

SEKRETARIAT 

Subbag Umum, Kepegawaian 
dan Perencanaan 

Bidang 
Cipta Karya 

Seksi 
Pemeliharan dan 

Pembangunan Gedung 

Seksi 
Penyehatan Lingkungan dan Air 

Bersih 

Sub Bagian 
Keuangan 

Bidang 
Tata Ruang 

Seksi 
Perencanaan Tata Ruang 

Sek$i Pengendalian dan 
Pemanfaatan Ruang 

UNIT PELAKSANA TEKNIS 

~-•-•--·-.-..----·-·--
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, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA 

5ATUAN POLIS! PAMONG PRAJA & PEMADAM KEBAKARAN • 
+ 

JABATAN FUNGSIONAL 

+ • Bidang Bidang 
Penegakan Perundang - Ketertiban Umum dan 

Undangan Daerah Ketenteraman Masyarakat 

i i 

Seksi Seksi Operasi dan 
--+ Pembinaan, Pengawasan dan H Pengendalian Ketertiban Umum 

Penyuluhan dan Ketenteraman Masyarakat 

Seksi Seksi 

-+ Penyelidikan dan -. Kerja Sama Ketertiban Umum 

Penyidikan dan Ketenteraman Masyarakat 

SEKRETARIS DAERAH 

. LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI SELUMA 
NOMOR : ;1 TAHUN 2016 

KEPALA 

+ 

SEKRETARIAT 

+ 
i + i 

Subbag Umum dan Subbag Perencanaan Sub Bagian 
Kepegawaian dan Pelaporan Keuangan 

+ .i 
Bidang Bidang 

Perlindungan Masyarakat & Pemadam Kebakaran 
Sumber Daya Aparatur 

i 
Seksi Seksi 

__. 
Satuan Linmas dan f--+ Pemadaman Kebakaran & 

Pelatihan Dasar Pencegahan Kebakaran 
I.. 

I 

Seksi Seksi Sarana, Pengadaan dan 
__. Teknis Fungsional dan Bina L-+ P !meliharaan Damkar r 

Potensi Masyarakat /\.0, 
• 

l ;ELUMA, ~ • V' IUPJl 

KABUP{ El• SELUM'\.( UNIT PELAKSANA TEKNIS 

~~~:. ~ ""' 

/4~Cs. 
__ ,, ________ ,.._ 

< ~ 
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• 
, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA 

D'iNAS PENDIDIKAN KABUPATEN SELUMA 

; • 1

9AMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SELUMA 
NOMOR ~t TAHUN 2016 

KEPALA 

i • 
Jabatan Fungsional SEKRETARIAT 

1 

l ,. + --------Sub bag Umum dan Subbag Perencanaan Subbag Keuangan 
Kepegawaian dan Monev . ~ . . 

B'd Bidang Bidang r Bidang 

P d
'd'k i

5
ankgl h D Pendidikan Lanjutan Tingkat PAUD, TK Pendidikan Non Kebudayaan 

en 1 1 an e O a asar Pertama Formai' dan Informal 

~---i i i 
Seksi Kurikulum, Kesiswaan Seksi Kurikulum, Kesiswaan Seksi Pendidikan Anak Seksi Kebudayaan dan 

f-+ SD & Pembangunan Karakter 1-- SMP & Pembangunan _. Usia Dini dan Taman Kanak- I---+ Tradisi 
Karakter Kanak 

Seksi Seksi Peningkatan Mutu Seksi Pendidikan Non formal & l Seksi ] 
--+ Peningkatan Mutu Tenaga i--. Tenaga Pendidik SMP ._. Informal,Kesetaraan dan --+ Kesenian 

Pendidik SD ;===========::_-_-_-_-_-_-_:'_ Keaksaraan _ . 
Seksi Kelembagaan, Seksi Kelembagaan, Seksi Prasarana & Sarana Se~si Sejarah dan 

-+ Prasarana dan Sarana i.....+ Prasarana dan Sarana SMP _. PAUD, TK, Pendidikan Non Formal L-+ I epurbakalaan 
Sekolah Dasar ___________ __, & Informal I' .. ~--,..-.,++,----1---

SEKRETPfIS DAERAH . ~ Bl (i>A' • 
KABUPAi ~!tSELUM~ UNIT PELAKSANA TEKNIS 

~ 
__ ,, -- I v-- \ 

' . , f:tro l,'.\!I K/\i:l ~,tLU'.' ti 'A "Ill \ 

1 
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STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA 
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

KABUPATEN SELUMA 

{. 

Bidang 
Perumahan 

Seksi 
Pendataan, Perencanaan & 

Penyediaan Perumahan 

Seksi 
Penataan, Pengawasan dan 

Evaluasi Perumahan 

JABATAN FUNGSIONAL 

Bidang 
Kawasan Permukiman 

Seksi Pendataan, 
Perencanaan & Peningkatan 
Kualitas Kawasan Permukiman 

Seksi Pemanfaatan dan 
Pengendalian Kawasan 

Permukiman 

KEPALA 

1& MPIRAN VI : PERATURAN BUPATI SELUMA 
NOMOR ~t TAHUN 2016 
TANGGAL : '.2~ DESEMBER 2016 

SEKRETARIAT 

Subbag Umum dan 
Kepegawaian 

Subbag Perencanaan 
dan Keuangan 

_. 

Bidang 
Perhubungan 

Seksi 
Lalu Lintas dan Angkutan 

Seksi 
Tek~ik, Prasarana dan 
Perlgujian Kendaraan 

SEKRETJRIS DAERAH 
KABUPAtSi SELUM"V UNIT PELAKSANA TEKNIS 

::,1-:r,1r:r,JNTAH K,l'\E:l S[L, .. ,r.,,) 
, :_,:AN hUKlJr',1 D,'\N ORG/"'W' ~ 

·· - ··· ··--· 
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, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA 
'DINAS KESEHATAN KABUPATEN SELUMA 

Bidang 
Kesehatan Masyarakat 

Seksi 
Kesehatan Keluarga dan Gizi 

Seksi 
Kesehatan Lingkungan, 

Kesehatan Kerja & Olah Raga 

Seksi 
Promosi dan Pemberdayaan 

Masyarakat 

SDAERAH 
..a ... ~ELUMAv 

• 
JABATAN FUNGSIONAL 

KEPALA 

,. MPIRAN VIII: PERATURAN BUPATI SELUMA 
NOMOR : i1 TAHUN 2016 
TANGGAL : 116 DESEMBER 2016 

SEKRETARIAT 

Subbag Umum, Kepegawaian 
dan Keuangan 

Subbag Program, Informasi 
dan Humas 

Bidang 
Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit 

Seksi Surveilans dan 
Imunisasi 

Seksi Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit 

Menular 

Seksi Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit Tidak 
Menular & Kesehatan Jiwa 

Bidang Pelayanan dan 
Sumber Daya Kesehatan 

Seksi 
Pelayanan Kesehatan 

Primer & Rujukan 

Seksi Jaminan 
Kesehatan Masyarakat 

Seksi StJmber Daya Manusia 
Kesehatan 

UNIT PELAKSANA TEKNIS 
•-.J.~~·, .... --...... ... -._. ---. , - ---...... ~, 

,~ r.,J[ f'{!N T AH r\.t--.,_, Sf: . 
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, SfRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA 
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

KABUPATEN SELUMA 

Bidang 
Komunikasi 

Seksi 
Jaringan Komunikasi 

Seksi 
Komunikasi Sosial 

• 
JABATAN FUNGSIONAL 

Bidang 
Informatika 

Seksi Pengembangan 
Teknologi Informatika 

Seksi 
Diseminasi dan Informasi 

& MPIRAN IX : PERATURAN BUPATI SELUMA 

KEPALA 

Subbag Umum dan 
Kepegawaian 

NOMOR ~I TAHUN 2016 
TANGGAL : z.s DESEMBER 2016 

SEKRETARIAT 

-+ 

Subbag Perencanaan 
dan Keuangan 

Bidang 
Statistik 

Seksi 
Pengumpulan Data Statistik 

Pengelolaan dan 
Analisis Data 

UNIT PELAKSANA TEKNIS 

r- - ---

\p 1 ···· -
i... I . ·--

. ----- ···1 
I 
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, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA 

DlNAS PERTANIAN KABUPATEN SELUMA 

Bidang 
Pertanian 

Seksi 
Produksi Pertanian 

Seksi 
Bina Usaha Pertanian & 

Hama Penyakit 

Seksi Prasarana dan 
Sarana Pertanian 

:ARIS DAERAH 
,T!N SELUM~ 

,. 

JABATAN FUNGSIONAL 

Bidang 
Perkebunan 

Seksi 
Produksi Perkebunan 

Seksi Bina Usaha 
Perkebunan & Perlindungan 

Tanaman 

Seksi Prasarana dan 
Sarana Perkebunan 

KEPALA 

/ & MPIRAN VII: PERATURAN BUPATI SELUMA 
NOMOR : ;1 TAHUN 2016 
TANGGAL : 2-S DESEMBER 2016 

Subbag Umum dan 
Kepegawaian 

SEKRETARIAT 

Sub Bagian Perencanaan 
dan Keuangan 

Bidang 
Peternakan 

Seksi Produksi dan 
Usaha Ternak 

Seksi Kesehatan Hewan & 
· Masyarakat Veteriner 

Seksi Prasarana dan 
arana Peternakan 

UNIT PELAKSANA TEKNIS 

__ r ______ _ 

--- ---- --



' STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA -DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SELUMA 

Bidang 
Ketersediaan dan Distribusi 

Pangan 

Seksi Sumber Daya dan 
Ketersediaan Pangan 

Seksi Distribusi dan 
Kerawanan Pangan 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPA"litN SELUMA~ 

JABATAN FUNGSIONAL 

KEPALA 

~ MPIRAN X : PERATURAN BUPATI SELUMA 
NOMOR : 61 TAHUN 2016 
TANGGAL : 2!i DESEMBER 2016 

SEKRETARIAT 

Subbag Umum dan 
Kepegawaian 

Bidang 
Konsumsi dan Keamanan Pangan 

Unit Pelaksana Teknis 

Seksi 
Konsumsi dan Diversifikasi 

Pangan 

Seksi 
Keamanan Pangan 

..... ,--......... ·--•-·"·-· ··- - ·---- ... --~--
, --~_h l:'-~Tl\}·l i"'d\ "3 ~- '",-~ 

,.-\'J hUt~l.'M OA'l Of,,_.,-.' .. 

.._ ;,•1: h?E1.AAH DRAFT ?i<OO~K HU!'-UI, -· --j 
'T_ · · K~BUP.\T~N SELU~'.\ _ __....)111 __________ ..J -· 

Subbag Perencanaan 
dan Keuangan 

Bidang 
Penyuluhan 

Seksi Programa, 
Kelembagaan dan Tenaga 

Penyuluh 

Seksi Penyelenggaraan dan 
Kerja,sama Penyuluhan 

"B 

DRAJAYA 



~ 

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA 
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SELUMA • 

JABATAN FUNGSIONAL 

Bidang 
Lingkungan Hidup 

Seksi Penataan & Pena'atan 
Pengendalian Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

Seksl Pengelolaan Limbah Bahan 
Berbahaya Beracun dan 
Peningkatan Kapasitas 

Seksi Pengendalian Pencemaran 
& Kerusakan Lingkungan Hldup 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATiN. SELUM"<d 

9-AMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI SELUMA 
NOMOR : -31 TAHUN 2016 

KEPALA TANGGAL : :i.g DESEMBER 2016 

SEKRETARIAT 

Subbag Umum dan 
Kepegawaian 

_. 

Bidang 
Kebersihan 

Seksi Pemeliharaan 
Kebersihan 

Seksi Peralatan & 
Perlengkapan Kebersihan 

Subbag Perencanaan 
dan Keuangan 

Bidang 
Pertamanan 

Seksi Penataan Pertamanan 
dan Pemakaman 

Seksi 
Pemeliharaan Pertamanan dan 

enerangan Jalan 

" UNIT PELAKSANA TEKNIS 

1 . ·. ;:~ l r~ T ; , H K f\.; _~ ~- f l. ~ '-,.·: .'\ 

\ ,•/ HU KUM DP.N o;;:;c-•. 
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I 

1 

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA 
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 

KABUPATEN SELUMA 
-

JABATAN FUNGSIONAL 

Bidang 
Pemberdayaan Masyarakat 

Desa/Kelurahan 

Seksi Pemberdayaan 
Kelembagaan & El<onomi 

Masyarakal Desa/Kelurahan 

Seksi 
Teknologi Tepat Guna 

SEKRETARISDAERAH 
KABUPATINSELUM~ 

KEPALA 

. MPIRAN XII : PERATURAN BUPATI SELUMA 
NOMOR : 31 TAHUN 2016 
TANGGAL : u DESEMBER 2016 

SEKRETARIAT 

Subbag Umum dan 
Kepegawaian 

Subbag Perencanaan 
dan Keuangan 

Bidang 
Pemerintahan Desa 

Seksi Pembinaan 
Pemerintahan Desa 

Seksi 
Monitoring dan Evaluasi 

Pemerintahan Desa 

Bidang 
Pembangunan dan Pembinaan 
Masyarakat Desa/Kelurahan 

Seksi 
--.1 Pembangunan dan Pelaporan 

Pembangunan Desa/Kelurahan 

Seksi Pembinaan, Motivasi 
Gotong 

1
Royong & Kearifan 

Loka1 Desa/Kelurahan 

UNIT PELAKSANA TEKNIS 

-·--, .... , .. ____ ,..,.. _______ ,.., __ 
1 i,~cJ,;:,:·J lt.1H t'\.l\tJ 
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p 

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA 
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELA YANAN 

.UMA 

,e 

~ 

JABATAN FUNGSIONAL 

+ 
Bidang 

Penanaman Modal 

i 
Seksi 

I-+ Pengembangan dan Pelayanan 
Penanaman Modal 

Seksi 
i-. Promosi Penanaman Modal 

Seksi Fasilitasi dan Kerjasama 
L,. 

Penanaman Modal 

(. PIRAN XIII : PERATURAN BUPATI SELUMA 
NOMOR : 31 TAHUN 2016 

KEPALA 

♦ 

SEKRETARIAT 

+ 
l i 

Subbag Umum dan Subbag Perencanaan, 
Kepegawaian dan Keuangan 

+ J, 
,,,. --., 

Bidang Bidang 
Pengendalian Penyelenggaraan Pelayanan 

Perizinan & Non Perizinan 

l 
Seksi Pembinaan & Seksi Perizinan Ekonomi dan 

-+ Monitoring ~ Pembangunan 

Seksi Seksi Perizinan Pemerintahan 
~ Pelayanan Pengaduan f-+ dan Kesra 

--., 

Seksi Seksi 
~ Data dan Sistem Informasi ~ VE rifikasi Perizinan ~ II\. ,.. 

l I 
SEKRET~ :s DAERAH 

UNIT PELAKSANA TEKNIS ~B PA ,•~WMA, " KABUPA ~ SELUMV • /I 
~ 

/j ~~: 

IRI~TO~ 
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' .STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA . 
DINAS PERIKANAN KABUPATEN SELUMA 

Bidang 
Perikanan Budidaya 

Seksi 
Produksi dan Usaha 
Budidaya Perikanan 

Seksi 
Prasarana dan Sarana 
Budidaya Perikanan 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATlitl SELUM~ 

• 
JABATAN FUNGSIONAL 

. MPIRAN XIV : PERATURAN BUPATI SELUMA 
NOMOR 3t TAHUN 2016 

KEPALA TANGGAL : 2~ DESEMBER 2016 

SEKRETARIAT 

Subbag Umum dan 
Kepegawaian 

Bidang 
Perikanan Tangkap 

Seksi 
Pembinaan Usaha Nelayan 

Seksi 
Prasarana dan Sarana 

Nelayan 

Subbag Perencanaan 
dan Keuangan 

Bidang 
Penguatan Daya Saing Prociuk 

Perikanan 

Seksi 
Bina Mutu dan Diversifikasi 

Prociuk Perikanan 

Seksi 
Akses Pasar dan Promosi 

Prociuk Perikanan 

UNIT PELAKSANA TEKNIS 

..... ..,,_,....,..,,,_w•· .. •- ~,;,•,-,__ - - -.-•- • • ,,._., .• 
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<' 
, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA 

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 
KABUPATEN SELUMA 

Bidang 
Kearsipan 

Seksi 
Layanan Informasi & 

Pembinaan Kearsipan 

Seksi 
Seksi Akuisisi dan Deposit 

Kearsipan 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPM'EN.SELUM~ 

• 
KEPALA 

JABATAN FUNGSIONAL 

UPT 

. MPIRAN XVI : PERATURAN BUPATI SELUMA 
NOMOR : ~, TAHUN 2016 
TANGGAL : ~~ DESEMBER 2016 

SEKRETARIAT 

Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian 

l· ,._ ... . .. __ • - .. - ......... .-.-.... •· .. ,. 

'. ·.; · 1•1,\iT\ff l,;. 
I •1..'i HUKL'f, De;• .. ( . ' 

I,. ~ --;c~i:WH DR:.FT Pil;CL,-,,:.1•, · 1. 
~'\,7 ' · KABUP.HEN SEt1 •: .. '-·~-----------.....L..~ .. 

Sub Bagian Perencanaan 
dan Keuangan 

Bidang 
Perpustakaan 

Seksi 
Pelayanan dan Pengembangan 

Perpustakaan 

Seksi 
Pembinaan Perpustakaan 



..; 

• SfRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA 
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, 
USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SELUMA 

• 
JABATAN FUNGSIONAL 

Bidang 
Perindustrian dan Perdagangan 

Seksi 
Perindustrian 

Seksi 
Perdagangan 

Seksi Pasar dan 
Kemetrologian 

KEPALA 

. PIRAN XVII : PERATURAN BUPATI SELUMA 

Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian 

NOMOR : ~I TAHUN 2016 
TANGGAL : .1-'6 DESEMBER 2016 

SEKRETARIAT 

Sub Bagian Perencanaan dan 
Keuangan 

Bidang 
Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah 

Kopera~ 
[ Se~i ] 

Seksi 
Usaha Mikro, Kecil & 

Menengah 

Seksil Bina Lembaga Koperasi 
dan Fasilitasi Pembayaran 

Pil\iaman 

S DAERAH 
N5ELUMAi(J UNIT PELAKSANA TEKNIS 

' • I • I J.\ ► i )\ \ 
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• STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA 
, DINAS SOSIAL KABUPATEN SELUMA 

Bidang 
Perlindungan, Jaminan Sosial dan 

Rehabilitasi 

Seksi 
Perlindungan Sosial Korban 

Bencana Alam dan Bencana Sosial 

Seksi 
Jaminan Sosial Keluarga 

Seksi 
Rehabilitasi Sosial 

I'. 

JABATAN FUNGSIONAL 

KEPALA 

(~ MPIRAN XV : PERATURAN BUPATI SELUMA 
NOMOR JI TAHUN 2016 
TANGGAL : 2,2> DESEMBER 2016 

SEKRETARIAT 

Subbag Umum dan 
Kepegawaian 

Subbag Perencanaan 
dan Keuangan 

Bidang 
Penanganan Fakir Miskin dan 

Pemberdayaan Sosial 

Seksi 
Penanganan Fakir Miskin dan 

Anak Terlantar 

Seksi 
Pemberdayaan Sosial dan 

Kelembagaan 

Seksi 
Identifikasi dan Penguatan 

KaMssosial 

UNIT PELAKSANA TEKNIS 

....... . ,.,..-. ., .. , .......... ___ ~ .. , ... . 
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- ~RUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA 
' ,DINAS PARIWISATA, PEMUDA & OLAHRAGA 

KABUPATEN SELUMA 

Bidang 
Pariwisata 

Seksi Pengembangan Prasarana 
& Sarana Objek Wisata 

Seksi Bina Usaha Wisata & 
Ekonomi Kreatif 

Seksi Promosi dan Destinasi 
Wisata 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPAtEN .SELUMA>.( 

• 
KEPALA 

JABATAN FUNGSIONAL 

C PIRAN XVIII: PERATURAN BUPATI SELUMA 
NOMOR : ~ I TAHUN 2016 
TANGGAL : .2-~ DESEMBER 2016 

Subbag Umum dan 
Kepegawaian 

SEKRETARIAT 

Sub Bagian Perencanaan 
dan Keuangan 

Bidang 
Pemuda dan Olah Raga 

Seksi 
Kepemudaan 

Seksi Keolahragaan 

rasarana dan Sarana 
uda & Olah Raga 

UNIT PELAKSANA TEKNIS 

--~-- ... ._ ..... 

:, .,; ;~UI\~·,,; o:;~ C•.·,~;~.' __ i 
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• 

. 
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA 

DI NAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI 
KABUPATEN SELUMA 

Bidang 
Hubungan Industrial dan Syarat 

Kerja 

Seksi Syarat Kerja dan 
Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Idustrial 

Seksi Pengupahan, 
Kelembagaan dan Jaminan 

Sosial 

Seksi Pelatihan dan 
Produktifitas Tenaga Kerja 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEAI SELUM'\f 

. ! 

JABATAN FUNGSIONAL 

KEPALA 

~ PIRAN XIX : PERATURAN BUPATI SELUMA 
NOMOR : ii TAHUN 2016 
TANGGAL : 2-i DESEMBER 2016 

SEKRETARIAT 

Subbag Umum dan 
Kepegawaian 

Subbag Perencanaan 
dan Keuangan 

Bidang 
Transmigrasi, Penempatan dan 

Perluasan Kerja 

-+ 

Seksi Pembinaan Sosial 
Budaya & Ekonomi 

Transmigrasi 

Seksi Penempatan dan 
Pemukiman Transmigrasi 

Seksl Penempatan dan 
Kerja 

UNIT PELAKSANA TEKNIS 
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